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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam 

Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm tidak sesuai dengan fakta materiil 

yang terungkap di persidangan, karena berdasarkan kronologis kejadian 

pingsan dan tidak berdayanya korban diakibatkan oleh pengaruh minuman 

keras yang diberi oleh Terdakwa sehingga Pasal 286 KUHP yang 

didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak memenuhi 

unsur “… dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” karena dalam 

keadaan pingsan atau tidak berdaya yang dimaksud dalam Pasal tersebut 

dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri yang dalam arti lain, keadaan pingsan 

atau tidak berdayanya si korban dilakukan dengan sengaja. Pasal yang 

lebih tepat digunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah 

Pasal 285 KUHP karena seluruh unsur khususnya unsur “… dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” dalam pasal tersebut 

terpenuhi karena setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan 

korban dapat dianggap sebagai pemaksaan atau paksaan, bahkan jika tidak 

ada kekerasan fisik atau ancaman yang terjadi. Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 143 K/PID/2015 juga menjelaskan bahwa “kekerasan atau 

ancaman kekerasan dalam Pasal 285 KUHP tidak harus bersifat fisik atau 

langsung, melainkan dapat bersifat psikis atau moral”. Dalam putusan 

Mahkamah Agung Nomor 143 K/PID/2015 juga menyatakan bahwa 

“setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dapat 

dianggap sebagai pemaksaan atau paksaan, bahkan jika tidak ada 

kekerasan fisik atau ancaman yang terjadi”. 

2. Terdapat 2 (dua) implikasi dari kekeliruan penetapan pasal dakwaan 

terhadap putusan hakim dalam Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Ancaman pidana penjara yang lebih ringan 

Dalam proses peradilan, penuntut umum memiliki kewajiban untuk 
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menentukan pasal dakwaan yang tepat terhadap terdakwa. Apabila 

terdapat kesalahan dalam penetapan pasal dakwaan, hal ini dapat 

berdampak pada putusan hakim. Berdasarkan keputusan hakim dalam 

Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm. Terdakwa dijatuhkan pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Ancaman pidana 

penjara tersebut dapat digolongkan sebagai ancaman pidana penjara 

yang lebih ringan, sebab meskipun perbedaan pidana penjara antara 

Pasal 286 KUHP (pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun) dan 

Pasal 285 KUHP (pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun) 

berbeda 3 (tiga) tahun, namun jika Penuntut Umum menuntut dengan 

Pasal 285 maka akan membuka peluang ancaman pidana penjara yang 

lebih berat. 

b. Surat dakwaan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi 

syarat materiil. 

Kekeliruan Penuntut Umum menentukan pasal dakwaan dapat 

ditafsirkan/diinterpretasikan bahwa Penuntut Umum dalam 

membentuk dakwaan tidak memenuhi syarat materiil. Dalam hal ini, 

Penuntut Umum tidak memenuhi bagian “cermat” sebagaimana yang 

tercantum dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP serta 

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-

004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dibuktikan 

dengan Penuntut Umum tidak bersikap korek dan teliti dalam melihat 

fakta materiil yang ditarik ke fakta hukum. Cermat yang dimaksud 

tersebut bertujuan menuntut ketelitian Penuntut Umum dalam 

membentuk surat dakwaannya untuk meminimalisir kekeliruan. 

Berdasarkan fakta materiil yang ada, perbuatan Terdakwa masuk ke 

dalam Pasal 285 KUHP. Dengan tidak terpenuhinya syarat materiil 

dalam surat dakwaan tersebut maka surat dakwaan yang dibentuk 

tersebut tidak sah. 
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B. Saran 

1. Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun dakwaannya dan 

dalam kasus ini seharusnya Penuntut Umum lebih memilih Pasal 285 

KUHP untuk Demikian pula, pada Penuntut Umum yang lain juga 

semestinya lebih cermat dalam melihat fakta materiil sehingga tidak keliru 

dalam memilih pasal dakwaan. Penting bagi Penuntut Umum untuk 

melakukan investigasi dan analisis yang tepat sebelum menetapkan pasal 

dakwaan terhadap terdakwa. Dalam melakukan proses tersebut, penuntut 

umum juga dapat berkoordinasi dengan penyidik dan ahli hukum untuk 

memastikan bahwa pasal dakwaan yang dituduhkan tepat dan sesuai 

dengan fakta yang ada. Dengan melakukan tindakan tersebut, maka dapat 

meminimalkan terjadinya kekeliruan penetapan pasal dakwaan dan dapat 

memastikan bahwa keadilan terpenuhi bagi semua pihak yang terlibat 

dalam proses peradilan. 

2. Hakim dalam memilih kebenaran pembuktian perlu mempertimbangkan 

kesesuaian dengan fakta materiil. Hakim boleh menjatuhkan pemidanaan 

berdasarkan pasal yang tidak didakwakan (ultra petita) selama ditujukan 

demi keadilan bagi korban.  Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 

keputusan akhir dalam proses peradilan, hakim memiliki kewajiban untuk 

memilih kebenaran pembuktian yang sesuai dengan fakta materiil yang 

terungkap dalam persidangan. Hal ini berarti bahwa hakim tidak hanya 

mempertimbangkan apakah suatu bukti benar atau tidak, tetapi juga 

memeriksa kesesuaian bukti tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan. Dalam hal ini, hakim harus dapat membedakan antara fakta 

materiil yang terungkap dengan keterangan saksi atau bukti yang mungkin 

tidak akurat atau tidak valid. Dengan demikian, hakim akan memastikan 

bahwa kebenaran pembuktian yang dipilih sesuai dengan fakta materiil 

yang terungkap dan memberikan keputusan yang adil dan tepat. 
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